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PERATURAN DAERAH PROPINSI JAWA BARAT  

NOMOR  :   4  TAHUN  2004 

TENTANG  

RETRIBUSI PELAYANAN PENGUJIAN MUTU BENIH, PESTISIDA 
SERTA PUPUK TANAMAN PANGAN DAN HOLTIKULTURA 

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA 

GUBERNUR JAWA BARAT 

 

Menimbang : a. bahwa dalam upaya meningkatkan produksi 
pangan dan hortikultura untuk mendukung 
keberhasilan program peningkatan ketahanan 
pangan, diperlukan  penggunaan benih dan 
dukungan pupuk serta pestisida yang bermutu;  
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b. bahwa  dalam rangka menjamin penyediaan 
benih, pupuk dan pestisida  sebagaimana 
dimaksud pada pertimbangan huruf a di  atas, 
perlu dilakukan pengujian terhadap mutu 
produksi benih, pupuk dan pestisida yang akan 
diedarkan dan atau digunakan;  

 
 

c. bahwa sehubungan  pertimbangan  
sebagaimana dimaksud huruf a dan   b di atas, 
perlu ditetapkan Peraturan Daerah Propinsi 
Jawa Barat tentang Retribusi Pelayanan 
Pengujian Mutu Benih, Pestisida serta Pupuk 
Tanaman Pangan dan Hortikultura. 

 
 
 

 

Mengingat    : 1. Undang-undang Nomor 11 Tahun 1950 tentang 
Pembentukan Propinsi Jawa Barat (Berita 
Negara tanggal 4 Juli 1950) jo Undang-undang 
Nomor 23 tahun 2000 tentang Pembentukan 
Propinsi Banten (Lembaran Negara Tahun 2000 
Nomor 182, Tambahan Lembaran Negera 
Nomor 4010);  

 
 

2. Undang-undang Nomor 12 Tahun 1992 tentang 
Sistem Budidaya Tanaman (Lembaran Negara 
Tahun 1992 Nomor 46, Tambahan Lembaran 
Negara Nomor 3478);  
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3. Undang-undang Nomor 18 Tahun 1997 tentang 
Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran 
Negara Tahun 1997 Nomor 41, Tambahan 
Lembaran Negara Nomor 3685) sebagaimana 
telah diubah dengan Undang-undang Nomor 34 
Tahun 2000 tentang Perubahan Atas 
Undang-undang Nomor 18 Tahun 1997 tentang 
Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran 
Negara Tahun 2000 Nomor 246, Tambahan 
Lembaran Negara Nomor 4048);  

 
4. Undang-undang Nomor 22 Tahun 1999 tentang 

Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara 
Tahun 1999 Nomor 60, Tambahan Lembaran 
Negara Nomor 3839);  

 
5. Undang-undang Nomor 29 Tahun 2000 tentang 

Perlindungan Varietas Tanaman (Lembaran 
Negara Tahun 2000 Nomor 241, Tambahan 
Lembaran Negera Nomor 4043); 

 
6. Peraturan Pemerintah Nomor 44 Tahun 1995 

tentang Perbenihan Tanaman (Lembaran 
Negara Tahun 1995 Nomor 85, Tambahan 
Lembaran Negara Nomor 3616);  

 
7. Peraturan Pemerintah Nomor 25 Tahun 2000 

tentang Kewenangan Pemerintah dan 
Kewenangan Propinsi sebagai Daerah Otonom 
(Lembaran Negara Tahun 2000 Nomor 54, 
Tambahan Lembaran Negara Nomor 3952);  

 

http://www.bphn.go.id/

http://www.bphn.go.id/data/documents/00pp025.pdf
http://www.bphn.go.id/data/documents/95pp044.pdf
http://www.bphn.go.id/data/documents/00uu029.pdf
http://www.bphn.go.id/data/documents/99uu022.pdf
http://www.bphn.go.id/data/documents/97uu018.pdf
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8. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2001 
tentang Pupuk Budidaya Tanaman (Lembaran 
Negara Tahun 2001 Nomor 14, Tambahan 
Lembaran Negara Nomor 4079);  

 
9. Peraturan Pemerintah Nomor 66 Tahun 2001 

tentang Retribusi Daerah (Lembaran Negara 
Tahun 2001 Nomor 119, Tambahan Lembaran 
Negara Nomor 4139);  

 
10. Peraturan Pemerintah Nomor 49 Tahun 2002 

tentang Tarif atas Jenis Penerimaan Negara 
Bukan Pajak Yang Berlaku Pada Departemen 
Pertanian (Lembaran Negara Tahun 2002 
Nomor 92, Tambahan Lembaran Negara Nomor 
4224);  

 
11. Keputusan Bersama Menteri Kesehatan dan 

Menteri Pertanian Nomor 
881/MENKES/SKB/VIII/1996    tentang  Batas  
Maksimum        711/Kpts/TP.270/8/96 

                                 Residu Pestisida Pada Hasil Pertanian;  

12. Keputusan Menteri Pertanian Nomor 
803/Kpts/OT.210/7/97 tentang Sertifikasi dan 
Pengawasan Mutu Benih Bina;  

 
13. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 43 

Tahun 1999 tentang Sistem dan Prosedur 
Administrasi Pajak Daerah, Retribusi Daerah 
dan Pendapatan Lain-lain;  

 

http://www.bphn.go.id/

http://www.bphn.go.id/data/documents/02pp049.pdf
http://www.bphn.go.id/data/documents/01pp066.pdf
http://www.bphn.go.id/data/documents/01pp008.pdf
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14. Keputusan Menteri Pertanian Nomor  
434.1/Kpts/TP.270/7/2001 tentang Syarat dan 
Tatacara Pendaftaran Pestisida;  

 

15. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 29 
Tahun 2002 tentang Pedoman Pengurusan, 
Pertanggungjawaban dan Pengawasan 
Keuangan Daerah serta Tata Cara Penyusunan 
Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah, 
Pelaksanaan Tata Usaha Keuangan Daerah dan 
Penyusunan Perhitungan Anggaran Pendapatan 
dan Belanja Daerah;  

 

16. Keputusan Menteri Pertanian Nomor  
517/Kpts/TP.270/9/2002 tentang Pengawasan 
Pestisida;  

 
17. Peraturan Daerah Propinsi Jawa Barat Nomor 1 

Tahun 2000 tentang Tata Cara Pembentukan 
dan Teknik Penyusunan Peraturan Daerah 
(Lembaran Daerah Tahun 2000 Nomor 2     
Seri D) sebagaimana telah diubah dengan 
Peraturan Daerah Propinsi Jawa Barat Nomor 
13 Tahun 2003 tentang Perubahan Atas 
Peraturan Daerah Propinsi Jawa Barat Nomor 1 
Tahun 2000 tentang Tata Cara Pembentukan 
dan Teknik Penyusunan Peraturan Daerah 
(Lembaran Daerah Tahun 2003 Nomor 20   Seri 
D);  

 
 

http://www.bphn.go.id/

http://www.bphn.go.id/data/documents/00pdprovjabar001.pdf

